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ABSTRAK 

 

Izzatunnisa (2024) : Pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi 

di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara) 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai 

wadah perwujudan demokrasi. Namun kenyataan dilapangan terutama di Desa 

Sungai Tonang bahwa kinerja  BPD tidak terlaksana. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  jenis Penelitian 

Lapangan (Field research) yang bersifat kualitatif yang dilaksanakan di Desa 

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Adapun populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 11 orang. dan sampel dalam penelitian adalalah keseluruhan populasi 

orang dengan menggunakan teknik Total Sampling. pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dan teknik 

analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 30 Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang sudah baik akan tapi belum 

seluruhnya dilaksanakan secara optimal. Dalam merancang dan merumuskan 

peraturan Desa sudah terlaksana dengan baik, dalam mengawasi kinerja kepala 

desa juga sudah terlaksana dengan baik, sedangkan dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu keterbatasan dana, dan kurangnya 

pendidikan dari masyarakat, serta kurangnya rasa peduli oleh BPD. Dalam 

tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi BPD di Desa Sungai Tonang belum 

sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga Ahl Hall 

wa al-Aqd yang ada dalam fiqh siyasah dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan 

kemaslahatan umat. 

 

Kata Kunci :  Badan Permusyawaratn Desa, Peraturan Daerah, Fiqh 

Siayasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam 

ayat-ayat al-Qur’an, ia menjadikannya sebagai suatu hal terpuji dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat dan Negara, yang menjadi hal terpenting 

dalam kehidupan umat. Hakikat musyawarah adalah mengambil keputusan 

dengan baik. Musyawarah adalah sebagai salah satu prinsip konstitusional 

dalam demokrasi islam. Dalam musyawarah diletakkan sebagai prinsip utama 

dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan Pemerintahan.
1
 

dalam al-Qur’an banyak ayat menyebutkan tentang musyawarah dalam 

mengambil suatu ketetapan pada proses penyelenggaraan pemerintah. 

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 : 

وْا مِنْ حَوْلكََِۖ فَاعْفُ  ا غَليِْظَ الْقَلْبِ لََنْفَضُّ ِ لنِْتَ لَهُمْْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّّ
ه
نَ اّللّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

َ يُحِبُّ 
ه
ِِۗ اِنَّ اّللّ

ه
لْ عَلَى اّللّ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرِْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فىِ الََْ مْرِْۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

ليِْنَ    الْمُتَوَكِّ

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 

maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, 

apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 

kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal 

kepada-Nya.  

 

                                                             
1
 Firmansyah, et.al, Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum 

Tatanegara, Vol.3 No.1, 2023 h.37 
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Dari firman Allah di atas jelas menegaskan kepada umatnya bahwa 

dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hendaknya 

mereka mengadakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Dalam 

persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabi SAW 

selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para 

sahabatnya guna memantapkan hati sahabat dan juga sebagai pembelajaran 

pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.  

Dalam bermusyawarah dibutuhkan seorang pemimpin sebagai orang 

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam tatanan pemerintahan. Dalam al-

qur’an, pemimpin sering disebutkan pada beberapa ayat terutama pengawasan 

dari Allah SWT. Ayat-ayat tersebut yaitu : QS. An-nisa (4) ayat 1: 

خَلَقَ  مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  مِنْهُمَا  احِدَةٍ  وَّ فْسٍ  وَّ نْ  نَّ كُمُ  الَّذِيْ  خَلَقَكُمْ  مِّ قُوْا رَبَّ اسُ  اتَّ هَا النَّ ايَُّ ٰٓ يه

َ  كَانَ  عَلَيْكُمْ  رَقيِْبًّ ا
ه
َ  الَّذِيْ  تَسَاۤءَلوُْنَ  بِه   وَالََْرْحَامَ  ِۗ اِنَّ  اّللّ

ه
قُوا اّللّ نِسَاۤءًّ  ْۚ وَاتَّ ا وَّ  رِجَالًَّ  كَثِيْرًّ

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu. 

 

QS. As-Sajdah (32) ayat 5: 

ا  ًَّ ِ    انَْفَ  سَُةَ   يِّ ٌَ  يِقْذَاسُ و   كَا ْٕ ِّ  فيِْ  يَ اۤءِ  انِىَ الْْسَْضِ  ثىَُّ  يعَْشُجُ  انِيَْ ًَ ٍَ  انسَّ يذَُبِّشُ  الْْيَْشَ  يِ

 ٌَ ْٔ  تعَُذُّ

Artinya: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian 

(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya 

(lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. 

Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam 

mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah 

dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola 

bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Untuk 

mengatur serta memimpin masyarakat Indonesia yang pada umumnya memiliki 

sifat dan keperibadian yang berbeda-beda maka dibutuhkannya seorang 

pemimpin yang adil yang dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh 

rakyat.
2
 

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal 

sebagai pelaksana musyawarah adalah ahl hall wa al-‘aqd pada zaman 

Khulafaurrasyidin. Pembentukan lembaga ahl hall wa al-‘aqd sangat perlu 

dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan 

sehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan kemashalatan umat 

Islam.
3
 

Dalam Islam telah ditetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan 

fungsi pengawasan dalam pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Dimana 

pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan politik yang harus 

dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non 

formal.
4
 

                                                             
2 Kurniawan, et.al, konsep kepemimpinan dalam Islam, jurnal  Menajemen Pendidikan 

Islam, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 4 
3 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1, h. 142. 
4
Jabbar sabil, et.al, Pengawasan Internal Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisis 

Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jurnal 

Media syariah, Vol. 20, No. 2, 2018, h. 264. 
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Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang 

memiliki fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa. pengawasan yang 

dilakukan oleh BPD melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa 

serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, dan mengawasi pembangunan desa. Selain dari pada itu 

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota 

BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan 

wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
5
 

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu 

dilakukan karena sebagaimana yang diketahui bahwa fungsi pengawasan 

merupakan fungsi menajemen yang berkaitan dengan aktivitas untuk menjamin 

atau mengusahakan pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan.  

Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya 

penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program 

Pemerintah, fungsi Pemerintahan, Peraturan dan keputusan yang telah 

ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
6
 

Pengaruh BPD dalam unsur Pemerintahan Desa sangatlah besar, tidak 

hanya berperan sebagai wakil masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, tetapi 

juga sebagai lembaga pengawas yang mengawasi kinerja kepala desa. Apakah 

                                                             
5 Aunur Rafiq dan   Muhammad Asrizal, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat 

Kabupaten Karimun, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 224. 
6 Arif Hanafi Adha, Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah 

samo Kabupaten Rokan Hulu, Universitas Riau, 2016, h. 3 
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kepala desa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya telah sesui dengan 

peraturan yang ada atau tidak melakukannya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 

2018 bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Yang memiliki 

tiga fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 

dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
7
  

 Rapung Sammudin mengatakan adapun cara kerja Pemerintah negara 

dalam membuat kebijakan pada konteks fiqih siyasah menurut Abdul Wahhab 

Al-Khallaf ialah peraturan perundangan yang dibuat supaya bisa memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
8
 

Dalam Al-Qur’an memang tak dijelaskan ketentuan yang tegas dan 

rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibuat. Islam lebih 

menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan serta 

mengantarkan suatu bangsa kepada  suasana adil dalam kemakmuran, dan 

makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap 

minoritas.
9
 

Desa Sungai Tonang merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dan ia merupakan salah satu 

desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan tugas 

                                                             
7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa pasal 30 
8
 Rapung Sammudin, Fiqih Demokrasi (Jakarta: Gozian Press, 2013), h.50 

9
 Abdul Mustaqim, Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an ( Sebuah Transformasi 

Makna Jihad), Jurnal Analisis Vol. 5 No. XI, 2011, h. 166.  
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dan fungsi, BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi yang telah 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 yaitu 

fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi 

pengawasan. 

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat dalam 

pengamatan awal di lapangan, menunjukkan bahwa BPD Desa Sungai Tonang 

dalam hal mengawasi pembangunan desa belum maksimal. Dalam pasal 30 

huruf (c) disebutkan BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yang 

didalam kinerja Kepala Desa tersebut termasuk juga pengawasan terhadap 

program pembangunan Desa. Penyebab kurang maksimalnya fungsi 

pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam hal penyampaian aspirasi mereka dalam program 

pembangunan yang berdampak belum terealisasikan pembangunan di desa 

Sungai Tonang. Berdasarkan wawancara prapenelitian dengan ibu Arlinda 

menyebutkan bahwasanya untuk pembangunan desa belum semuanya dapat 

terealisasikan dan masih ada beberapa jalan yang rusak yang perlu diperbaiki. 

Adapun salah satu jalan yang belum diperbaiki yaitu jalan menuju MA 

Sungai Tonang yang kalau diguyur hujan susah untuk dilewati karena jalan 

tersebut masih jalan tanah. oleh sebab itu peran BPD sangat penting dalam hal 

program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus dipantau, 

karena Kepala Desa merupakan tombak dalam mengatur pemerintahan desa. 

suatu desa bisa terjalan dengan baik pembangunannya dikarenakan peran 
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Kepala Desa yang bekerja sama dengan BPD dan masyarakat pun harus ikut 

andil dalam pembangunan desa. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung 

kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu 

menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan 

dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. 

Dari gejala di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :”PELAKSANAAN 

PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 

6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, 

maka penulis hanya akan membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah 

kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 pasal 30 tentang fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Tonang menurut perspektif 

Fiqh Siyasah beserta Faktor-faktornya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan 

dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan 

penelitian ini : 
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1. Bagaimana pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 6 Tahun 2018 mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa di 

desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a) Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 mengenai fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa di desa Sungai Tonang kecamatan Kampar 

Utara. 

b) Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa di desa Sungai Tonang kecamatan Kampar 

Utara. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b) Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis 

dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum 

Tata Negara ( Siyasah ). 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Badan Permusyawaratan Desa 

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 

Dalam tatanan pemerintahan Indonesia yang terendah, badan yang 

dikenal permusyawaratan adalah Badan Permusyawaratan Desa. Badan 

Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah badan 

Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang 

berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa.
10

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11

 

HAW. Widjaya menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu 

sebagai berikut: 

a) Badan permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

                                                             
10 A.W. Widjaya, Pemerintah Desa dan Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 

1993, h.35 
11

 Cici Nur Mustika Rahayu, Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambak sari Kabupaten 

Ciamis, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 3, 2015, h. 310 
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b) Anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan yang 

ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. 

c) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh BPD. 

d) Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk 

satu kali masa jabatan berikutnya. 

e) Syarat dan tata cara penempatan anggota BPD diatur dalam perda yang 

berpedoman pada peraturan pemerintah.
12

 

2. Fungsi Badan Permusyawaratan  

Dalam pemerintahan Indonesia fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

tidak jauh beda dengan lembaga Ahl Al-hall wa Al-Aqd. Dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa adalah :
13

 

a) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 

 BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai hak untuk 

mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan 

menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa 

sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki 

landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. 

Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada 

                                                             
12

 Peran dan Fungi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pekon Sukanegara 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung 

,https://repository.umj.ac.id/12018/1/Peran%20BPD.pdf di akses pada 19 Februari 2024 
13

 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa 

https://repository.umj.ac.id/12018/1/Peran%20BPD.pdf
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dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai 

upaya penyelesaian permasalahan. 

b) Menampung dan menyalurkan Aspirasi. 

 Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh 

BPD dilakukan dengan turun langsung kelapangan. Aspiasi yang 

ditampung dapat disalurkan secara lisan dalam musyawarah Desa atau 

melalui tulisan yaitu dengan surat dalam rangka penyampaian masukan 

untuk Pemerintahan Desa. Usulan atau masukan untuk rancangan 

suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan 

melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-

usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut 

mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut 

datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi 

kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus 

tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang 

dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang 

bersifat positif bagi semua warga desa.
14

 

c) Pengawasan kinerja kepala desa 

Pengawasan kinerja kepala desa meliputi : 

1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

                                                             
14 Ibid, h. 17 
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2) Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud dilakukan melalui 

perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan dan 

pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

3) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD itu berupa 

monitoring dan evaluasi.
15

 

Dalam hal ini BPD beserta kepala desa dan aparatnya merupakan 

mitra, bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta 

berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai 

ungkapan gagasan untuk kehidupan yang lebih baik dan melakukan 

pengawasan kinerja kepala desa. Dalam upaya mewujudkan demokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar mampu menggerakkan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan 

administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat.  

Sehubung dengan itu pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa yang 

efektif mutlak diperlukan. Pemerintahana Desa merupakan lembaga yang 

memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan 

mengelola pemerintahan di desa. Pemerintahan Desa selaku eksekutif di 

desa berperan aktif dalam menentukan kebjakan maupun pelaksanaan 

pembangunan di desa. Selain itu pemerintahan desa harus mampu 

membangun kemitraan baik BPD maupun masyarakat itu sendiri.
16

 

 

                                                             
15 Ibid. h. 22 
16

Firman, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Desa. Jurnal Al- Islah, Vol. 23, No.1, 2020, h. 42 
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018  

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersama kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu peraturan 

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 

1 ayat 7 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan, peraturan daerah provinsi adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan berdasarkan pasal 1 

ayat 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Walikota.
17

 

Pada dasarnya Daerah dipimpin oleh kepala Daerah yang disebut 

dengan kepala daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut dengan Gubernur, 

Kabupaten/Kota disebut dengan Bupati/Walikota. Yang mana setiap 

kepala Daerah mempunyai wakil Kepala Derah serta memiiki tugas dan 

wewenang dan kewajiban.
18

 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan peraturan daerah yang 

                                                             
17

 Suko Prayitno, Mekanisme pembatalan peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya 

Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. Jurnal surya kencana satu: Dinamika 

Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, 2017, h.111 
18

 Jimly Asshiddiqie,  Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi, ( Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), Cet. Ke-3, h. 8 



 

 

 

14 

ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 yang bertujuan untuk: 

melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa. perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Badan 

Permusyawaratan Desa yang terdiri dari 8 bab dan 67 pasal. Yang 

didalamnya terdapat fungsi  dan tugas BPD sebagai berikut : 

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa. 

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. 

3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Adapun tugas dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri 

dalam pasal 31  yaitu meliputi: 

a. Menggali aspirasi masyarakat. 

b. Menampung aspirasi masyarakat. 

c. Mengelola aspirasi masyarakat. 

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat. 

e. Menyelenggarakan musyawarah BPD. 

f. Menyelenggarakan musyawarah Desa. 

g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 

h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan 

Kepala Desa antarwaktu. 

i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa. 

j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 
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k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa 

dan lembaga Desa lainnya; dan  

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa kita 

harus mengetahui apa saja tugas yang di harus dilakukan sebagai kepala 

desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa, dimana “Kepala Desa bertugas 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa.” 

B. Lembaga Ahl Hall Wa Al-Aqd 

1. Pengertian Lembaga Ahl Hall Wa Al-Aqd 

Dalam praktik kehidupan masyarakat Islam, lembaga yang paling 

dikenal sebagai permusyawaratan yaitu Ahlu al-Halli wa al-Aqdi. Secara 

bahasa Ahl Halli wa al-Aqd terdiri dari tiga kata, Ahlu  berarti orang yang 

memiliki atau orang yang berhak, Al-Halli berarti melepaskan, 

menyesuaikan, memecahkan, dan Al-Aqdi berarti mengikat, mengadakan 

transaksi, membentuk. Jadi Ahl Halli Wa al-Aqd adalah orang-orang yang 
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memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan, memecahkan atau 

memutuskan suatu perkara, dan keputusan tersebut bersifat mengikat.
19

 

Ada beberapa pendapat ulama fikih tentang istilah Ahl al-Halli Wa 

al-Aqd. Menurut menurut Abu A’la al Maududi, Ahl Halli Wa al-‘Aqd 

adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan 

aspirasi suatu masyarakat, serta berwenang mengeluarkan ketentuan 

hukum atau undang-undang terhadap suatu perkara sehingga lembaga ini 

dikatakan sebagai lembaga legislatif.
20

 

A.Djazuli mendefinisikan bahwa Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah 

pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang mengarahkan 

kehidupan masyarakat kepada yang mashlahat. Mereka berkewenangan 

membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam 

hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Dan 

mereka juga merupakan tempat berkonsultasi imam di dalam menentukan 

kebijaksanaannya.
21

 

Jadi Ahl Hall Wa al-aqd adalah suatu lembaga perwakilan yang 

memiliki kekuasaan tertinggi yang berwewenang mengeluarkan ketentuan 

hukum yang mengikat kepada seluruh umat. 

 

 

                                                             
19

 Iskandar Syukur, Inplementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi, 

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.11, No.1, 2019, h. 51-52 
20

 Abul A‟la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, diterjemahkan 

oleh Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), h. 245. 
21

 H.Kadenun, Kedudukan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam Pemerintahan Islam. Jurnal 

Qalamuna. Vol.11, No.2, 2019, h. 91 
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2. Fungsi Ahl Hall Wa Al-Aqd 

Dalam pemerintahan Islam fungsi dari ahl hall wa al-aqd 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga 

perwakilan dalam Islam secara umum Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah Ahlul 

Ikhtiyar dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas mereka 

yaitu memilih dan membaiat khalifah atau imam atau kepala Negara 

secara langsung, membantu Kepala Negara dalam mengatur urusan 

kenegaraan dan memecahkan berbagai persoalan umum seperti 

menyatakan perang, membuat perundang-undangan dan menjelaskan cara 

penerapan hukum syara’, dan mengawasi kebijakan pemerintah yaitu 

mengontrol khalifah atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam 

Negara.
22

 

Sedangkan wewenang dari lembaga Ahl Hall wa al-Aqd adalah:
23

 

1) Menegakkan aturan yang sudah ditentukan secara tegas dalam syariat 

dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat seluruh 

umat tentang sesuatu yang tidak dibaha dalam Al-Qur’an dan hadist. 

2) Memutuskan salah satu penafsiran yang bersifsat ganda, sehingga 

tidak membingungkan umat. 

3) Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam 

syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan dan semangat 

syariat. 

 

                                                             
22

 Ibid, h.154 
23 Ibid, h.155 
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3. Dasar Hukum Ahl Hall Wa-Aqd 

Secara ekplisit dalil tentang Ahlu al-Halli wa al-Aqdi tidak terdapat 

dalam Al-Qur’an dan Hadits, namun sebutan tersebut hanya ada dalam 

fikih di bidang politik dan keagamaan dan pengambilan hukum 

substansial, dari dasar-dasar yang menyeluruh, maka dasar sebutan di 

qiaskan dengan istilah Uli al Amri.
24

 Seperti dalam firman Allah SWT 

surah An Nisa’ Ayat 59 : 

ٌْ تََُاصَعْتىُْ فيِْ شَيْء   ُْكُىْْۚ فَاِ أُنِى الَْْيْشِ يِ َٔ لَ  ْٕ سُ اطَِيْعُٕا انشَّ َٔ  َ
ا اطَِيْعُٕا اّللّٰ  ْٕ ٍَ اٰيَُُ اَ انَّزِيْ يٰ  ايَُّٓ

يْم  ا ِٔ
ٍُ تَأْ احَْسَ َّٔ خِشِِۗ رٰنكَِ خَيْشٌ  وِ الْْٰ ْٕ انْيَ َٔ  ِ

ٌَ باِلّلّٰ ْٕ ُْتىُْ تؤُْيُُِ ٌْ كُ لِ اِ ْٕ سُ انشَّ َٔ  ِ
ُِ انَِى اّللّٰ ْٔ   فشَُدُّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-munir menyebutkan 

bahwa ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menjaga  amanah yang 

menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Amanah yang dimaksud 

adalah semua jenis amanah yang ada, baik yang berkaitan dengan diri 

sendiri, maupun yang berhubungan dengan hak orang lain. Setelah prinsip 

amanah dilaksanakan dengan baik, selanjutnya yang harus ditegakkan 

adalah menetapkan hukum dengan adil diantara manusia. Amanah adalah 

prinsip asas pemerintahan Islami dan keadilan adalah prinsip kedua. 

Keadilan adalah dasar utama pmerintahan, dengan keadilan, 

                                                             
24 Muhammd Nurul Huda, Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-Aqd serta 

Relevansinya pada kinerja DPR, Jurnal Hukum Kenegaraan dan politik Islam, Vol.2, No.1, 2022, 

h. 150 



 

 

 

19 

peradaban,pembangunan,dan kemajuan akan tercapai. Keadilan ditetapkan 

sebagai salah satu dasar pemerintahan dalam islam, oleh karena itu 

seorang pemimpin (Ulil amri) harus disipilin menegakkan keadilan supaya 

semua hak dapat terlindungi dan tersalurkan.
25

 

Menurut Ibnu al-Farabi dalam Wahbah Zuhaili (20!6) mengatakan 

bahwa ulil amri adalah para pemimpin dan ulama. Para pemimpin 

mempunyai kewajiban untuk memerintahkan dan menetapkan hukum, dan 

ulama adalah orang yang berkompeten untuk ditanya dalam permasalahan 

agama.
26

 

Jadi ayat diatas menjelaskan tentang dua prinsip utama 

pemerintahan Islami yang harus dilaksnakan oleh para pemimpin yaitu 

menjalankan amanah dengan benar dan menetapkan hukum dengan adil. 

Dan juga dalam QS. An Nisa ayat 83: 

 ٍَ إرَِا جَا ءَْىُْ أيَْشٌ يِّ ٍِ ٱَٔ ِٔ  لَْْيْ فِ ٱأَ ْٕ ِّ  نْخَ ُِٔ إنِىَ  ۖۦأرََاعُٕا۟ بِ ْٕ سَدُّ نَ َٔ سُٕلِ ٱ  نىِ  نشَّ ۟ٔ إنِىَٰ  أُ  لَْْيْشِ ٱَٔ

 ُّ ًَ ُْٓىُْ نَعَهِ ٍَ ٱيِ بطََُُِّٕ  نَّزِي ُۢ لَْ فَضْمُ  ۥيسَْتَ ْٕ نَ َٔ ِ ٱيُِْٓىُْ ِۗ  ًَ  للَّّ سَحْ َٔ ٍَ ٱ تَّبعَْتىُُ لََ ۥتُُّ عَهَيْكُىْ  يْطَٰ  إلَِّْ قهَِيل   نشَّ

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang 

keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu 

menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya 

kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah 

orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan 

dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). 

kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada 

kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali 

sebahagian kecil saja (di antaramu). 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang jika ada masalah yang 

berhubungan dengan kepentingan umum hendakla diserahkan kepada 

                                                             
25

 Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir  (Jakarta:Gema Insani, 2016),Jilid 3. h. 39 
26

 Ibid. h. 149 
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pemimpin yaitu kepada Rasulullah SAW atau kepada Ulil Amri yaitu 

orang yang berkompeten yang bertugas menetapkan dan membatalkan 

keputusan yaitu Ahl Hall wa al-aqd atau anggota syura.
27

 

Tradisi musyawarah dipraktekkan pula oleh para sahabat, 

khususnya para khulafa al Rasyidin pada masa kepemimpinan mereka 

serta digunakan pula oleh Ahlul Hall wa al-Aqdidi dalam mengambil 

kebijakan untuk memutuskan sesuatu hal. Islam melalui bahasa wahyu 

Al-Quran menggunakan istilah Syura/Musyawarah, yang dijadikan 

sebagai landasan  utama dalam kemasyarakatan.
28

 

 

C. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah merupalan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri 

dari dua kata yaitu fikih dan Al Siyasa. Secara etimologi fikih merupakan 

bentuk masdhar dari tasrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna 

faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. 
29

 

Secara terminology fiqh menurut ulama ushul yaitu: Ilmu yang 

menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya 

secara terperinci. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam 

yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan 

jalan penalaran dan ijtihad. 

                                                             
27 Muhammad Nurul Huda ,Op.Cit , h. 180 
28

 Muhammad Nurul Huda ,Op.Cit, h.152 
29 Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah, (Makassar : Pusaka Almaidah, 2015), h. 1 
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Secara harfiyah, fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. 

Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum 

syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang 

terperinci Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam 

yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan 

ijtihad.
30

 

Kata siyasah berasal dari sasa. Dalam kamus bahasa arab artinya 

mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa 

mengandung beberapa arti, yaitu mengatur mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara 

terminology  dalam kitab lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah 

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada 

kemaslahatan.
31

 

Jadi fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang ihwa urusan 

umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan 

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 

 

 

 

 

                                                             
30 Wahijul Kadri, et.al, Siyasah Syariyah & Fikih Siyasah, Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 

5 No. 2, 2022, h. 61 
31

 Wahyu Abdul Jafar,  Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadist, Jurnal 

Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 20 
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2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 

kajian fiqh siyasah ada yang menyebutkan lima, ada yang empat dan ada 

yang tiga:
32

 

Menurut Al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup lima hal, yaitu: 

1) Siyasah Dusturiyah (kebijakan pemerintah tentang Undang-undang). 

2) Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter). 

3) Siyasah Qadhaiyah (peradilan). 

4) Siyasah Harbiyah (hukum perang). 

5) Siyasah Idariyah (administrasi Negara). 

Menurut Ibnu Taimiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada empat. 

Yaitu: 

1) Peradilan. 

2) administrasi Negara 

3) moneter serta  

4) hubungan internasional. 

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi 

tiga bidang, yaitu:  

1) Dusturiyah (konstitusi) 

2) Kharijiah (hubungan internasional). 

3) Al-Maliyah (urusan keuangan Negara). 

Menurut T.M Hasbi ada delapan ruang lingkup fikih siyasah, yaitu:
33

 

                                                             
32

 Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh 

Siyasah,(Pekalongan: PT.NEM, 2019), Cet ke-1, h.26 
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1) Politik perundang-undangan. 

2) Politik Hukum. 

3) Politik peradilan. 

4) Politik moneter. 

5) Politik administrasi. 

6) Politik Hubungan Internasional. 

7) Politik pelaksanaan perundang-undangan. 

8) Politik Hubungan internasional. 

3. Siyasah Dusturiyah 

Kata Dusturi berasal dari bahasa Persia, artinya adalah seseorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam 

bahasa Arab kata dusturi berarti asas dasar/pembinaan. Sedangkan secara 

istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang dasar dan hubunga kerja 

sama antara anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik tidak tertulis 

maupun yang tertulis. Sedangkan menurut Al-Maududi mengartikan 

dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsi-prinsip pokok yang 

menjadi landasan pengaturan suatu Negara.
34

 

Jadi siyasah dusturiyah adalah politik yang membahas perundang-

undangan Negara agar sejalan dengan syariat. Artinya undang-undang itu 

mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dalam 

hukum-hukum syari’at yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan sunnah. 

                                                                                                                                                                       
33

 Ibid, h. 27 
34 Fatmawati Hilal, Op.cit, h. 101 
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Sedangkan kajian dalam fiqh siyasah dusturiyah menurut parah ahli 

dibagi menjadi empat macam yaitu
35

 : 

1) Konstitusi 

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-

undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber 

sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber 

material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber 

konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. 

2) Legislasi 

Dalam kajian fiqh siyasah, Legislasi disebut juga dengan Al-

sulthah al-tasyri’iyyah artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah 

satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam  mengatur 

masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti al-

sulthah al-tanfidziyyah (kekuasaan eksekutif) dan al-sulthah al-

qadhaiyyah (kekuasaan yudikatif). Dalam fikih siyasah unsur-unsur 

legislasi adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan, masyarakat Islam yang 

akan melakukannya, isi peraturan yang sesuai dengan nilai syariat 

Islam. 

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislasitif ini terdiri dari 

para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) aerta para pakar dalam berbagai 

                                                             
35

 Fatmawati Hilal, Op.Cit, h. 103-106 
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bidang. Ada dua fungsi lembaga legislatif. Pertama dalam hal-hal 

yang ketentuannya sudah diatur dalam nash al-Qur’an dan sunnah, 

Undang-undang yang dikeluarkan oleh Al-sulthah al-tasyri’iyyah 

adalah undang-undang Ilahiyah yang disyaria’atkannya  dalam al-

Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan ijtihad 

terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. 

3) Ummah 

Ummah adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu 

tujuan yang jelas. 

4) Syura atau Demokrasi 

Syura dalam bahasa Indonesia disebut dengan musyawarah. Agar 

prinsip syura dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan 

Allah harus mempertimbangkan tiga hal yaitu masalah apa yang 

menjadi lapangan musyawarah, dengan siapa musyawarah dilakukan 

serta bagaimana etika dalam bermusyawarah. Sedangkan demokrasi 

juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. 

Demokrasi juga menekankan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal 

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

D. Kajian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 
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1. Analisis Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang peran BPD dalam 

membentuk Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Benteng 

Kabupaten Indragiri Hulu oleh M. Ikhsan Nur Rahman. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran BPD dalam membahas 

rancangan peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 

berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratn Desa belum berjalan dengan baik atau 

belum efektif karena beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sumber 

daya manusia, pendidikan, sarana dan prasarana serta anggaran desa yang 

belum mencukupi untuk berjalannya peran BPD. 

Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian di atas 

membahas bagaimana analisis Permendagri Nomor 110 tahun 2016 

tentang peran BPD dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa, 

sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 

mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 

Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

tentang Badan Permusyawaratan Desa. 

2. Peran Badan Permusyawarata Desa dalam pengawasan dana desa di Desa 

Batang Tamu Kecamatan Mandah Kabupetan Indragiri Hilir oleh Madri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Batang Tamu 

berperan aktif dalam pengawasan dana desa. Yang terbukti dengan BPD 
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mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, berpihak kepada 

masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menampung dan 

menindak lanjuti dengan cara menyampaikan kepada instansi dan lembaga 

yang terkait. 

Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah penulis meneliti tentang 

bagaimana pandangan fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 mengenai fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa, sedangkan penelitian di atas meneliti peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana Desa. 

Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

Badan Permusyawaratan Desa. 

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan 

Permusyawaratan Desa (studi di desa Sumber Jaya Kecamatan Waway 

Karya Kabupaten Lampung Timur). 

Hasil penelitian ini adalah belum adanya calon perempuan dalam 

bursa pencalonan anggota BPD dikarenakan kurangnya informasi yang 

didapat oleh masyarakat tentang adanya aturan keterwakilan perempuan 

dalam Badan Permusyawaratan Desa dan tidak adanya perempuan yang 

mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan 4 menjadi 

anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dari pandangan fiqh siyasah 

seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang 

telah dibuat serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi 

wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, di dalam 
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pemilihan anggota BPD di Desa Sumber Jaya tidak memperhatikan 

adanya keterwakilan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di 

dalam pemilihan anggota BPD Desa Sumber Jaya belum sepenuhnya 

menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk keterwakilan 

perempuan, namun tidak melanggar aturan perundang-undangan karena 

aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal 

sanksi apabila tidak dilaksanakan. 

Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian di atas membahas 

tentang bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap keterwakilan 

perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan penelitian ini 

membahas tentang pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa. 

Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya.
36

 Metode penelitian pada dasarnya ialah cara 

yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan 

standar ukur yang telah ditentukan.
37

 Adapun metode penelitian dalam 

proposal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis 

menyusun metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research) bersifat kualitatif yaitu penelitian yang melakukan 

pengamatan atau obervasi langsung.
38

 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa 

Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. 

                                                             
36 Hadari  Nawawi, Metode Peneltian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah  Mada 

University Press, 1991), h. 24 
37 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2020), h.126 
38

 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakrta: Universitas Indonesia 

Press,2012), h.5 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar 

penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian  subjek pada penelitian ini 

adalah Kepala Desa Sungai Tonang, sekretaris desa, dan BPD Sungai 

Tonang. Sedangkan yang menjadi objek Penelitiannya yaitu Pelaksanaan 

pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik 

kesimpulannya.
39

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 

kepala desa, 1 sekretaris desa, 9 BPD Desa Sungai Tonang. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian/wakil atau seluruh populasi yang diteliti. 

Karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka penentuan sampel 

dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 orang. Dengan menggunakan 

teknik total sampling yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi 

sampel. 

                                                             
39 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta,2010), h.61. 
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5. Sumber Data 

 Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder : 

 

a. Sumber data primer 

 Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

narasumber atau responden baik melalui observasi, wawancara, angket 

dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang diambil langsung dari ketua BPD Desa Sungai 

Tonang, dan responden. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, 

serta literature yang berkaitan dengan penelitian ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : 

a. Observasi, adalah mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan 

mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian.
40

 

b. Wawancara, adalah proses interaksi antara pewawancara (interviewer) 

dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewer) 

                                                             
40

 Sutrisno Hadi, metodologi Research, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.136 
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melalui komunikasi langsung.
41

 Proses pengumpulan data ini 

dilakukan dengan mewawancarai langsung subjek penelitian. 

c. Angket, digunakan untuk memperoleh dua data primer yaitu segala 

data, fakta dan keterangan yang berlaku. Penulis merumuskan 

sejumlah pertanyaan yang dibuat agar di jawab oleh responden 

sehingga diperoleh data yang akurat. 

d. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
42

 Dokumentasi 

penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna 

mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau 

tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

 Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode deduktif, yaitu menggunakan kaedah yang umum yang ada 

pada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan 

secara khusus. 

                                                             
41 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta : PT 

Fajar Interpratama Mandiri 2017), h. 372 
42

 Lexy. J. Moelong, Metode Penelitian Kualtitatif, (Bandung; Rosda Karya,2000),Cet 

ke36,h, 2 
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b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa, dan diambil 

kesimpulan secara umum. 

c. Metode Deskriptif, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta serta 

menyusun, menjelaskan kemudian menganalisanya. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil 

kesimpulan : 

1. Adapun pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Sungai Tonang sudah baik akan tapi belum seluruhnya dilaksanakan 

secara optimal. Dalam merancang dan merumuskan peraturan Desa sudah 

terlaksana dengan baik, sedangkan dalam menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa poin 

yang belum dipenuhi oleh BPD Desa Sungai tonang antara lain yaitu 

belum optimalnya fungsi dalam menggali aspirasi, menampung aspirasi, 

serta merealisasikan aspirasi masyarakat. dan fungsi BPD dalam 

mengawasi kinerja Kepala Desa sudah optimal. 

2. Adapun analisis Fiqh Siyasah terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Sungai Tonang yaitu pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya mengikuti konsep mashlahat 

seperti yang terdapat dalam fungsi dan wewenang Ahl Hall wa al-Aqd 

yaitu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat. 

Badan Permusyawaratan Desa Sungai Tonang yang bertugas menggali 

aspirasi, menampung aspirasi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum 
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sesuai menjalankan fungsinya seperti lembaga Ahl Hall wa al-Aqd, hal itu 

terbukti dengan masih ada aspirasi masyarakat yang belum di tampung. 

B. Saran 

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan saran kepada pihak 

yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan , saran 

dari penulis adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Badan Permuyawaratan Desa (BPD) desa Sungai 

Tonang Kecamatan Kampar Utara agar lebih mengoptimalkan fungsi-

fungsinya, dan meningkatkan kualitas kerjanya demi membangun Desa 

dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

2. Disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa di desa Sungai Tonang 

lebih mengedepankan konsep mashlahat seperti yang terdapat dalam tugas 

lembaga Ahl Hall wa al-Aqd sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat dan 

mengedepankan rasa persaudaraan karena hal inilah yang menjadi 

penyemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya  
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pemerintah Desa Sungai Tonang 

1. Apakah Kepala Desa dan Perangkat desa aktif dalam membahas dan 

merancang peraturan desa? 

2. Bagaimana cara pemerintahan memutuskan dan menetapkan peraturan 

desa yang dibuat bersama BPD? 

3. Apakah Peraturan Desa yang dibuat sesuai dengan masalah yang 

terjadi di masyarakat? 

4. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu mengenai peran BPD dalam 

manampung aspirasi? 

B. BPD Sungai Tonang 

1. Bagaimana mekanisme pembentukan peraturan desa yang dilakukan 

bersama kepala desa? 

2. Apakah masyarakat terlibat dalam merancang peraturan desa? 

3. Bagaimana mekanisme dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat? 

4. Apakah BPD turun langsung kelapangan untuk menggali aspirasi 

masyarakat? 

5. Apa saja aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan? 

6. Apa saja aspirasi masyarakat yang sudah terealisasikan? 

7. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja 

kepala desa? 



8. Bagaimana cara BPD dalam melakukan evaluasi terhadap laporan 

keterangan laporan pemerintahan desa? 

9. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan 

fungsi BPD? 

10. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan 

fungsi BPD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ANGKET 

Judul : PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 

(Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara) 

A. Ketentuan Pengisian 

1. Isilah quisioner berikut dengan melingkari atau menyilang jawaban 

bapak/ibu,sdr/I anggap paling benar. 

2. Quisioner ini digunakan untuk kepentingan penelitian oleh karena itu pengisian 

yang sesuai sangat diharapkan.  

B. Pertanyaan 

Identitas responden : 

Nama  : 

Umur  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

 

1. Apakah BPD sudah pernah membuat peraturan Desa? 

a. Sudah terlaksana 

b. Belum terlaksana 

c. Kurang tahu 

2. Apakah masyarakat terlibat dalam merumuskan rencana penyusunan peraturan 

desa? 

a. Ikut serta 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak ikut 

3. Apakah penetapan peraturan desa yang dibuat sesuai dengan masalah yang terjadi 

di desa? 

a. Sesuai 

b. Belum sesuai  

c. Tidak sesuai 

4. Apakah keputusan penetapan rancangan peraturan desa melalui musyawarah 

mufakat, voting? 

a. Iya 



b. Tidak 

c. Kurang tahu 

5. Apakah pemerintahan desa sudah menjalankan peraturan yang dibuat dengan 

baik? 

a. Terlaksana 

b. Tidak terlaksana 

c. Kadang-kadang 

6. Apakah fungsi pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat oleh BPD sudah 

terlaksana dengan baik? 

a. Berfungsi 

b. Tidak berfungsi  

c. Kadang-kadang 

7. Apakah dalam menggali aspirasi masyarakat BPD turun langsung kelapangan? 

a. iya 

b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

8. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi menampung aspirasi dengan baik? 

a. Berfungsi 

b. Tidak berfungsi 

c. Kadang-kadang 

9. Apakah BPD pernah melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan 

desa? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

c. Kadang-kadang 

10. Apakah aspirasi masyarakat yang ditampung oleh BPD sudah terealisasikan 

semuanya? 

a. Sudah terealisasi 

b. Cukup terealisasi 

c. Tidak tereliasi 

11. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala 

desa dengan baik? 

a. Berfungsi 

b. Tidak berfungsi 



c. Kadang-kadang 

12. Apakah kepala desa melaporkan kerja pemerintahan desa kepada BPD? 

a. terlaksana 

b. Tidak terlaksana 

c. Kadang-kadang 

13. Apakah BPD pernah meminta keterangan mengenai suatu kebijakan pemerintahan 

desa? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

14. Apakah BPD pernah mengawasi berlangsungnya pembangunan desa? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah 

c. Kadang-kadang 

15. Apakah BPD pernah melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan 

penyelenggaraan pemerintahan desa? 

a. Terlaksana 

b. Tidak terlaksana 

c. Kadang-kadang 



DOKUEMNATASI 
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